PROSES  PENYUSUNAN ANGGARAN 
BERBASIS KINERJA

1.  P e n d a h u l u a n

a. Pengantar

b. Indikator Hasil Belajar

c. Materi 
   d.   Metode Pembelajaran

Suatu organisasi sektor publik dikatakan mempunyai kinerja atau performa yang baik jika segala aktifitasnya berada dalam kerangka anggaran dan tujuan yang ditetapkan serta dalam jangka panjang mampu mewujudkan strategi yang di miliki. Aggaran yang di desain dan disusun harus mampu menjadi pedoman yang baik yang akan membuat aktivitas organisasi sesuai dengan tujuan dan strateg yang diinginkan.

Anggaran dengan pendekatan PPBS menjadi inti dalam proses penyusunan anggaran modern selain kombinasi dengan pendekatan lain. Misalnya penganggaran berbasisi nol. Departemen pemerintahan dialokasikan untuk pendidikan bukan untuk gaji.

Terkait dengan hubungan antara strategi dan aktivitas , maka terdapat beberapa kelebihan dari pendekatan sistem perencanaan program dna anggaran terpadu, yaitu:

1. Pendekatan PPBS menghubungkan pengeluaran dengan tujuan. Pembuat keputusan dapat melihat apakah terdapat manfaat tambahan tertentu dari yang diihasilkan dari tambahan pengeluaran.

2. Pendekatan PPBS mendorong organisasi untu memikirkan bebrapa alternatif/alat untuk mencapai tujuan.

3. Pendekatan PPBS mendorong organisasi melakukan analisis mengenai perilau biaya dan mengurangi pendanaan pada tingkat tertentu dari suatu aktivitas jika tidak menghasilkan peningkatan hasil.

4. Pendekatan PPBS memungkinkan untuk peninjauan secara periodik dari semua program dan aktivitas untuk meyakinkan bahwa mereka konsisten dengan tujuan mereka.

TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN ANGGARAN

Langkah 1: Penetapan Strategi Organisasi (Visi Dan Misi)

Visi dan misi harus dapat memenuhi beberapa unsur antara lain:

· Mencerminkan apa yang ingin dicapai.

· Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.

· Menjadi perekat dan menyatukan berbagai  gagasan strategis.

· Memiliki orientasi masa depan

· Menumbuhkan seluruh unsur organisasi

· Menjamin kesinambungan organisasi

Langkah 2: Pembuatan Tujuan

Tujuan dalam hal in adalah sesuatu yang akan yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun (tujuan operasional). Tujuan operasioanal seharusnya menjadi dasar untuk aokasi sumber daya yang dimilliki, mengelola aktivitas harian. Pemberian reward atau punishment.

Sebuah tujuan operasional yang baik harus mempunyai karakteristik yaitu:

1. Harus mempresentasikan hal akhir  bukannya keluaran.

2. Harus dapat untuk menentukan apakah hasil akhir yang diharapkan telah dicapai.

3. Harus diukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan tindakan koreksi.

4. Harus tepat, artinya tujuan tersebut mempunyai peluang kecil untuk menimbulkan interpretasi individu.

Langkah 3: Penetapan Aktivitas

Ketika pendekatan kinerja dan PPBS  yang digunakna maka langkah yang harus dilakukan adalah penetapan aktivitas. Secara umum alternatif keputusan berisi komponen sebagai berikut:

· Tujuan aktivitas tersebut, dinyatakan dalam suatu cara yang membuat tujuan yang diharapkan menjadi jelas.

· Alternatif /alat untuk mencapai tujuan yang sama dan alasan mengapa alternatif tersebut ditolak.

· Konsekuensi dari tidak dilakukannya aktivitas tersebut.

· Input, kuantitas, atau unit pelayanan yang disediakan (output) dan hasil pada berbagai tingkat pendanaan.

Pembuatan alternatif keputusan pada setiap rencana aktivitas dapat menegaskan ciri pendekatan PPBS berbasis kinerja dalam dua hal. Pertama, penyertaan tujuan operasional secara eksplisit menjamin adanya keterkaitan yang kuat antara strategi organisasi, tujuan operasional, dan anggaran yang pada gilirannya akan memberikan jaminan bahwa aktivitas yang nanti dilaksanakan juga sesuai dengan strategi. Kedua, adanya pernyataan tentang input, output, dan outcome yang nantinya dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan.

Langkah 4: Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Proses ini dapat dilakukan dengan standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat.

Teknisnya, alternatif keputusan dari semua aktivitas program yang direncanakan digabungkan dalam satu tabel dan diurutkan berdasarkan prioritasnya. Setiap level anggaran dianggap sebagai satuan yang berbeda.

PELAPORAN DAN EVALUASI ANGGARAN

Salah satu ukuran keberhasilan anggaran kinerja adalah kemampuannya untuk diukur dan dievaluasi guna mendapatkan umpan balik. Setiapa organisasi harus menyediakan informasi mengenai aktivitas yang telah dilakukan. Informasi ini seharusnya meliputi input, output, outcome, dan berbagai indikator kualitatif lainnya yang dirasa perlu. GASB telah mengembangkan sebuah bentuk laporan untuk dibuat oleh setiap organisasi sektor publik. Laporan tersebut adalah Service Efforts and Accomplishment (SEA).

SEA mengukur keberhasilan organisasi dalam tiga indikator, yaitu:

1. Indikator usaha

2. Indikator pencapaian

3. Indikator yang menghubungkan usaha dan pencapaian.

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunkan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rnja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Hal yang harus termuat dalam RKPD adalah:

a. Rencana kerangka ekonomi daerah.

b. Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah (mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

c. Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerinatah pusat maupun daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kebijakan Umum APBD (KUA)


Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang di tetapkan menteri dalam negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat, antara lain:

a. Pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan.

c. Teknis penyusunan APBD.

d. Hal-hal khusus lainnya.

Rancangan kebijakan umum APBD disampaikan kepada daerah kepada DPRD untuk dibahas paling lambat pertengahan bulan juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

Prioritas dan Plafon Anggaran


Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS dengan tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan.

b. Menentukan urusan program untuk masing-masing urusan.

c. Menyusun plafon anggaran untuk masing-masing program.

Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD


Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS, tim anggaran pemerintah dan menyusun pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan bagi SKPD dalam meyusun RKA-SKPD. Pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:

a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.

b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar-SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD

d. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.

e. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga.

Rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD)


Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepada SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.


Demi terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prndekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berdasarkan prestasi kerja, dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepada SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama taun anggaran berjalan. 

Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kinerja didasarkan pada:

a. Indikator Kinerja
ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.

b. Capaian atau Target Kinerja

Ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektyivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
c. Standar Analisis Belanja

Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
d. Standar Satuan Harga

Harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
e. Standar pelayanan minimal.

Tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
Pembahasan Rancangan Perturan Daerah (Raperda) APBD
RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh tim anggaran pemerintah daerah. Pembahasaan tersebut bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indicator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Dan apabila terjadi tidak sesuaian maka SKPD melakukan penyempurnaan.

RKA-SKPD yang telah disempurnakan akan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda tentang APBD tersebut disampaikan kepada kepala daerah  dan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Sebelum disampaikan ke DPRD raperda disosialisasikan kepada masyarakat  supaya masyarakat mengetahui informasi hak dan kewajiban pemda serta masyarakat dal melaksanakan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

Lamiran –lampiran raperda tentang APBD sebagai berikut:

a. ringkasan APBD 

b. ringksan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD

c. rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

d. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan., organisasi SKPD, program, dan kegiatan

e. Rekapitulasi belaja daerah

f. Daftar jumlaah pegawai per golongan dan per jabatan

g. Daftar piutang daerah

h. Daftar penyertaan modal daerah

i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerahDaftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset daerah lainnya

j. Daftar kegiatan yang belum selesaikan dan dianggarkan pada tahun berjalan 

k. Daftar dana cadangan Daftar pinjaman dan obligasi daerah

Lampiran rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, terdiri atas:

a. ringkasan penjabaran APBD

b. ringkasan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan Sebagai berikut:

1. pendapatan=> dasar hokum, target/volume yang direncanakan, tariff pungutan/harga.

2. belanja => dasar hokum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan, dan sumber pendanaan kegiatan

3. pembiayaan=> dasar hokum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan.

Setelah mendapat persetujuan DPRD, kemudian diserahkan kepada gubernur/mendagri untuk dievaluasi. Dan berikutnya penetapan RAPBD menjadi APBD yang dituangkan dalam perda.

Di banyak lingkungan pemerintahan, basis akuntansi dan fokus pengukuran menjadi permasalahan tersendiri yang sering kali menjadi perdebatan. hal tersebut muncul karena banyak entitas pemerintahan yang bmenggunakan anggaran dengan berbasis kas sehingga dibutuhkan data realisasi anggaran yang berbasis kas pula. dalam lingklungan pemerintahan seperti itu, ada tuntutan untuk menggunakan bais kas dengan fokus pengukuran jangka panjang. dari sinilah berkembang basis akuntansi yang disebut dengan basis kas yang dimodifikasi (cash modified basis).

AKUNTANSI ANGGARAN

Akuntansi anggaran (bugedtary accounting) mengacu pada praktek yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publi, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, penggendalian, dan pertanggungjawaban. 

Ada masalah signifikan bahwa organisasi yang berjenis sama dan memberikan jasa yang sama mungkin memiliki perlakuan yang berbeda walaupun akuntansi anggaran telah di adopsi oleh mereka. hal ini timbul karena ada dua masalah, yaitu:

a. level agregasi

b. perbandingan antara anggaran dan aktual yang terjadi 

AKUNTANSI KOMITMEN

Akuntansi komitmen (commitment accounting) dapat digunakan bersama, baik dengan basis akuntansi kas maupun akruel. akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika ada peneriomaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, namun pada saat yang lebih awal, yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterima.

Jurnal pada saat pemesanan

Nama barang pesanan



xxx



Pesanan kepada pemasok


xxx

Ketika faktur sudah diterima maka

Pesanan kepada pemasok


xxx



Utang kepada pemasok


xxx

Kalau barang yang dikirimkan atau jumlah fakturnya lebih atau kurang dari jumlah yang dicatat dalam suatu pesanan maka

Pesanan kepada pemasok


xxx

Nama barang yang dipesan


xxx



Utang kepada pemasok


xxx

